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ABSTRAK 

Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis Maqa<sid Al-Shari<’ah Terhadap 

Nikah Siri Setelah Peminangan Di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan”. 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk 

menjawab permasalahan nikah siri yang dilakukan di Bani Yasin Kelurahan 

Mlajah Bangkalan.  

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang menggunakan 

Teknik wawancara/interview dan observasi. Wawancara yang dipakai adalah 

wawancara yang hanya memuat pokok-pokok masalah yang ditujukan kepada 

Bani Yasin. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir 

deduktif. 

Hasil data dari penelitian ini diketahui bahwa setiap orang tua berkewajiban 

untuk menjaga keluarga keturunannya. Nikah siri yang dilakukan oleh Bani 

Yasin bertujuan sebagai bentuk kehati-hatian keluarga dalam menjaga keluarga 

selama menjadi pinangan orang lain, dan berlangsung turun-temurun hingga saat 

ini. Nikah siri disini dilakukan setelah proses peminangan dengan pernikahan 

yang sesuai syarat dan rukun nikah dalam Islam. Dalam perspektif Maqa<sid Al-

Shari<’ah dasar yang dijadikan pijakan dalam menentukan hukum dengan 

menggunakan maqa<sid dlaru<riyyah yang meliputi pemeliharaan terhadap agama 

(hifz{ al-di<n), pemeliharaan jiwa (hifz{ an-nafs), pemeliharaan akal (hifz{ al-‘aql), 

pemeliharaan terhadap keturunan (hifz{ nasab) dam pemeliharaan harta (hifz{ al-

ma<l). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adat yang dilakukan di Bani Yasin 

Kelurahan Mlajah mengandung mas}lah}ah, karena dilakukan atas unsur kehati-

hatian keluarga dalam menjaga keturunannya selama menjadi pinangan orang 

lain. 

Oleh sebab itu, disarankan kepada Bani Yasin Kelurahan Mlajah bahwa 

untuk lebih arif bijaksana dalam melakukan adat tersebut untuk tetap menjaga 

keturunanya dan keluarga. Bimbingan dari sesepuh Bani sangat diperlukan agar 

tujuan dari adanya nikah siri tersebut tidak disalahgunakan oleh kuturunan Bani 

Yasin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sebuah kegiatan sakral suami istri dalam 

kehidupan suatu rumah tangga yang bertujuan menciptakan kehidupan 

sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang 

dianjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Pernikahan  telah 

diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dari 

sumber-sumbernya yaitu al-qur’an, as-sunnah maupun ijtihad para ulama. 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

sakinah mawaddah warahmah, perkawinan juga harus dicatat menurut 

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang 

Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2.1 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan gha>li>z}an untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.2 

 

 

 
1 Munir Fuady. Konsep Hukum Perdata (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). 10. 
2 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo, 

2010) pasal 2 dan pasal 3. 
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Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 1: 

هُمَاياَ امِن ْ هَاازَوْجَهَااوَبَثَّ ااأيَ ُّهَااالنَّاسُاات َّقُواارَبَّكُمُاالَّذِياخَلَقَكُمْامِنْانَ فْسٍاوَاحِدَةٍاوَخَلَقَامِن ْ
اكَثاِ اَالَّذِياتَسَاءَلُونَابهِِاوَالَْْرْحَامَااۚ  يراااوَنِسَاءاارجَِالًا  .إِنَّااللَََّّاكَانَاعَلَيْكُمْارَقِيباااۚ  وَات َّقُواااللََّّ

 
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan 

pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”3 

 

Istilah perkawinan yang digunakan dalam Bahasa arab pada istilah-

istilah fiqih adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada 

perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Aḥkām Al-Zawāj atau 

Aḥkām Izwāj. Sementara di Indonesia, istilah perkawinan yaitu hukum 

perkawinan.4 Munakahat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar 

anggota keluarga. Ada yang menyamakan antara hukum keluarga dan hukum 

perkawinan, misalnya prof. Subekti menggunakan hukum perkawinan 

dengan istilah hukum keluarga dan Sayuti Sayuti Thalib menggunakan 

hukum perkawinan dengan istilah hukum kekeluargaan.5 

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya 

adalah, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 

 
3 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 

2013). 77. 
4 Khairuddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia 

(Yogyakarta: Academia+Tazzaffa Cet. I, 2007). 6-7. 
5 Muhammad Amin Suma, Hukum Kekeluargaan Islam di dunia Islam (Jakarta: Rajagrafindo, 

2004). 13. 
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menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.6 Definisi 

yang dikutip Zakiyah Daradjat yaitu akad yang mengandung ketentuan 

hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tāzwij atau 

semakna dengan keduanya.7 Pengertian-pengertian itu dibuat hanya 

memandang sisi kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan 

perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. 

Pernikahan sangatlah dianjurkan karena menikah merupakan salah satu 

jalan seseorang dalam memelihara salah satu dari daru<riyyat (hal yang sangat 

penting) dalam kajian maqa<sid aL-sHari<ah yaitu menjaga keturunan. Para 

mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat.8 

Bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai 

persiapan mustahab untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut pendapat 

maliki dan syafi’i. Hambali berpendapat: orang yang sangat berkeinginan 

untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Adapun menurut 

pendapat Hanafi, dalam keadaan apapun nikah adalah mustahab, dan 

menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.9 

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam 

penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut 

 
6 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2008). 8. 
7 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: Dana Bhati Wakaf, 1995). 37. 
8 Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-
Aimmah (Bandung:  Hasyimi, 2017). 318. 
9 Ibid., 318. 
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wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah 

pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.10  

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan pristiwa 

penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga 

merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat 

perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak, dan 

dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya 

mengharapkan juga restunya, dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri 

sampai “kaken-kaken ninen-ninen” (istilah jawa artinya sampai sang suami 

menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu-cicit).11  

Oleh karena perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, 

maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan 

berbagai lengkap dengan “sesajen-sesajennya” Ini barangkali dapat 

dinamakan takhayul, tetapi ternyata sampai sekarang hal-hal itu masih 

sangat meresap pada kepercayaan sebagai besar rakyat Indonesia dan oleh 

karenanya juga masih tetap di lakukan dimana-mana.  

Menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, 

keluarga, persekutua, mertabat, bisa merupakan urusan pribadi, berantung 

kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.12 

Perkawinan para warga (pria, wanita, atau kedua-duanya) adalah sarana 

untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-tratur, sarana yang 

 
10 Imam Sudiyat, Hukum Adat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 1981). 122. 
11 Ibid., 
12 Ibid., 
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dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya, 

namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu perkawinan 

juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) 

garis keturunan tertentu yang termasuk perskutuan tersebut. Jadi merupkan 

urusan keluarga , urusan bapak ibunya selaku keluarga yang bersangkutan. 13 

Pada tata susunan kerabat perkawinan itu juga merupakan sarana yang 

mengatur hubungan antara kelompok-kelompok yang bersangkutan. 

perkawinan juga dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi 

keseimbanan didalam suku, didalam keseluruhan warga suku. Oleh karna itu 

maka sengketa-sengketa hukum antara 2 krabat, permusuhan kerabat yang 

sudah berlangsung lama kadang-kadang diselesaikan dengan jalan 

perkawinan seseorang pria dengan perempuan.  

Dalam persekutuan-persekutuan hukum yang merupakan kesatuan-

kesatuan susunan rakyat, yaitu persekutuan desa dan wilayah, maka 

perkawinan para warganya merupakan unsur penting didalam pilihannya 

kepada inti sosial dari masyarakat sepanjang ada kemungkinan untuk masuk, 

yang sepenuhnya menikmati hak dan memenuhi kewajiban serta 

bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat.  

Perkawinan dapat pula mempertahankan martabat kelas-kelas di dalam 

dan di luar persekutuan dalam hal ini perkawinan adalah urusan kelas 

(contoh: perkawinan antar bangsawan).14 

 
13 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia (Jakarta: CV. Rajawali 1981). 107. 
14 Ibid., 
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Namun meskipun urusan keluarga urusan kerabat dan urusan 

persekutuan, bagaimanapun juga perkawinan itu tetap merupakan urusan 

hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut di 

dalamnya, jadi suka atau benci. Jalanya proses pada kawin pinang, lebih –

lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan 

ketegangan trsebut antara kelompok  dan warga selaku oknum.  

Upacara khidmat pada pelangsungan perkawinan dimana-mana 

menyimpul paham dan kebiasaan dinamisme serta animisme. Tetapi 

kesemuanya itu sekaligus merupakan titik bagi agama islam dan agama 

nasrani. Kedua-duanya selaku suku agama wahyu, yang mempengaruhi adat 

dan hukum perkawinan masing-masing dengan caranya sendiri.15 

Perkawinan didahului dengan peminangan, disyariatkan sebelum ada 

ikatan suami istri dengan tujuan agar sewaktu melangsungkan perkawinan 

itu atas dasar kesadaran dan pengetahuan masing-masing kedua belah pihak. 

Peminangan dilakukan sebelum perkawinan atau pada saat ingin mengenali 

pasangan calon istri. Sebelum perkawinan harus didahului dengan sebuah 

perkenalan dengan melalui sebuah ikatan peminangan atau yang biasa 

disebut dengan peminangan. Kelurahan Mlajah misalnya, peminangan dalam 

istilah lain di daerah Kelurahan Mlajah Bangkalan disebut dengan khit{bah. 

Sehingga peminangan dan khit{bah memiliki definisi yang sama dan 

merupakan hal penting yang dilakukan sebelum adanya sebuah pernikahan 

atau antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan 

 
15 Ibid, 108. 
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melaksanakan sebuah pernikahan. Peminang sendiri merupakan sesuatu yang 

sudah biasa dikalangan warga Kelurahan Mlajah Bangkalan ini. 

Istilah  “meminang” mengandung arti  “permintaan” yang menurut 

hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak 

kepada pihak lain untuk bermaksud mengadakan ikatan perkawinan. 

Biasanya meminang dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Istilah 

meminang berasal dari penyampaian “sirih – pinang” yang bisa dilakukan 

sebagai tanda permintaan dari suatu pihak yang akan menyampaikan maksud 

peminangannya. Penyampaian sirih pinang tidak saja berlaku dalam acara 

peminangan orang tua tetapi juga berlaku sebagai tanda permintaan untuk 

berkenalan dari pemuda kepada wanita.16 

Peminangan merupakan sebuah istilah dalam masyarakat Indonesia yang 

berarti bahwa seorang laki-laki terikat janji dengan seorang perempuan yang 

akan dinikahi tepat pada waktunya. Pertunangan dalam hukum adat adalah 

suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya 

mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan, Stadium pertunangan 

timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk 

mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak 

setelah lebih dahulu ada suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau 

pertimbangkan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak 

 
16 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995). 27-

28. 
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perempuan. Lamaran atau meminang lazimnya dilakukan oleh seorang 

utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki.17 

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang 

sinonimnya adalah melamar, yang dalam Bahasa arab disebut “khit {bah”. 

Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk 

dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut 

terminologi peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki 

meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-

cara yang umum berlaku ditenga-tengah masyarakat.18 Khit{bah, maksudnya 

seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi 

istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah 

masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka 

perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau 

kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga 

pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan 

penilaian yang jelas.19 

Istilah “meminang” mengandung arti “permintaan” yang menurut 

hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak 

kepada pihak lain untuk bermaksud mengadakan ikatan perkawinan. 

Biasanya meminang dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Tetapi 

 
17 Ibid., 
18 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat…, 73-74. 
19 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6 (Bandung: PT Al Ma’arif, 1987). 35. 
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dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan seperti di 

Minangkabau adat meminang dari pihak wanita kepada pihak pria. Istilah 

meminang berasal dari penyampaian “sirih–pinang” yang bisa dilakukan 

sebagai tanda permintaan dari suatu pihak yang akan menyampaikan maksud 

peminangannya. Penyampaian sirih pinang tidak saja berlaku dalam acara 

peminangan orang tua tetapi juga berlaku sebagai tanda permintaan untuk 

berkenalan dari pemuda kepada wanita.20  

Pertunangan adalah merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat 

khusus yang di Indonesia ini biasanya mendahului dilangsungkannya 

perkawinan.21 Yang dimaksud pertunangan (“tunangan”, Indonesia 

“Pacangan”, Jawa “bakalan”, Madura), ialah hubungan hukum yang 

dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita 

untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan 

peminangan. Jelasnya tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang 

diterima dan disetujui orang tua pihak wanita.22 Dalam hubungan 

berpacaran, hubungan antara si bujang dan si gadis menjadi terikat karena si 

gadis telah menerima tanda mau dari si bujang, maka di dalam pertunangan 

hubungan hukumnya menjadi mengikat sejak diterimanya “tanda 

pertunangan” atau “tanda pengikat” dari pihak yang melamar kepada pihak 

yang dilamar. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasaan. 

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya tanda pengikat 

 
20  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat…, 27-28. 
21 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta : PT toko Gunung 

Agung, 1968). 124 
22 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat…, 47-48 
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sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (akad nikah). Masa tunggu 

ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada pula yang 

memakan waktu bertahun-tahun.  

Pada zaman sekarang tanda pengikat pada masa pertunangan banyak 

yang menggunakan cincin serta diberikan timbal balik, dengan saling 

memberikan cincin sebagai tanda pengikat maka timbulah secara resmi 

stadium pertunangan. Akibat pertunangan adalah dimana kedua belah pihak 

yang terikat untuk melakukan perkawinan, akan tetapi secara paksaan 

langsung pada umumnya tidak ada. Perlu dicatat bahwa dalam hukum 

hukum islam tidak ada istilah pertunangan. Pembatalan pertunangan dari 

satu pihak mengakibatkan hilangnya paningset atau harus membayar lebih 

dari tanda yang sudah diberikan sebelumnya.23 

Berdiam diri atau menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena 

bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankannya melakukan sesuatu 

terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini kerena menyendiri dengan 

pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Dalam hal 

tersebut Rasulullah saw bersabda, bahwa jangan sekali-kali seorang laki-laki 

menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya 

adalah syaitan.24 Dengan hal tersebut, di bani yasin kelurahan Mlajah 

Bangkalan syarat untuk melangsungkan sebuah peminangan atau khitbah 

yaitu dengan nikah siri dengan tidak dicatatkan, menikah siri agar terhindar 

 
23 Soerjono Soekanto, “Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari 

Hukum Adat” (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1996). 101. 
24 Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat…, 83-84. 
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dari perbuatan yang tidak diinginkan dan tidak menjadi beban kedua orang 

tua ketika jalan berdua atau bertemu. Nikah siri menjadi syarat yang harus 

dilakukan ketika ingin mengkhitbah seorang wanita. Pada umumnya, dalam 

melangsungkan sebuah peminangan tidak ada yang namanya syarat untuk 

nikah siri, akan tetapi didalam bani yasin ini ada sebuah syarat khusus yakni 

nikah sirri. Hal tersebut yang menjadi layak untuk dikaji. 

Nikah siri dalam terminologi fikih Maliki, adalah nikah yang atas pesan 

suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama’ahnya, 

sekalipun keluarga setempat”. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i 

perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat 

dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau 

rajam) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya 

atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini merujuk dari ucapan 

Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi 

perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, ”Ini 

adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku 

datang pasti aku rajam”. Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar 

tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi 

tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, menurut mazhab Hambali, nikah 

yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam adalah sah, 

meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.25 

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal 

 
25 Irfan Islami, S.H., “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya” 

(ADIL: Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1). 77. 
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kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu 

berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang 

dimaksud dengan nikah sirri yaitu penikahan sesuai dengan rukun-rukun 

perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak 

memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, 

kepada msyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-‘ursy.26 

Di Indonesia saat ini khususnya di Bani Yasin Kelurahan Mlajah 

Bangkalan Madura, nikah siri dilakukan setelah pelaksanaan resepsi 

peminangan yang mana nikah siri tersebut dilakukan dalam satu waktu 

setelah dilakukan sebuah peminangan kepada calon istri dengan tujuan 

sebagai unsur kehati-hatian keluarga dalam menjaga keluarganya. Nikah sirri 

disini yaitu nikah yang dilaksanakan sesuai syari’at Islam, akan tetapi tidak 

didaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat 

sehingga nikah mereka tidak memiliki legalitas formal dalam hukum positif 

di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. 

Melihat kejadian menarik tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji 

tentang analisis Maqa<sid Al-Shari<’ah terhadap nikah siri tersebut serta 

peminangannya yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “Maqa<sid Al-

Shari<’ah terhadap nikah siri setelah peminangan di Bani Yasin Kelurahan 

Mlajah Bangkalan.” 

 

 

 
26 http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-

bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4 . diakses pada tanggal 2 Maret 2019 jam 13:30. 

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4
http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Problematika perkawinan di masyarakat kelurahan Mlajah Bangkalan. 

2. Pelaksanaan nikah siri dalam tradisi peminangan masyarakat Kelurahan 

Mlajah Bangkalan. 

3. Tujuan nikah siri di masyarakat Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

4. Maqa<sid Al-Shari<’ah terhadap nikah siri setelah peminangan di 

Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

C. Batasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah diatas, penulis memberi batasan-

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi dan proses nikah siri dalam tradisi peminangan di Bani Yasin 

Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

2. Analisis Maqa<sid Al-Shari<’ah terhadap nikah siri setelah peminangan di 

Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana deskripsi dan proses nikah siri setelah peminangan di Bani 

Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan? 

2. Bagaimana analisis Maqa<shid Al-Shari<’ah terhadap nikah siri setelah 

peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan? 
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E. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka merupakan sebuah penelitian terdahulu yang hampir 

mirip dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan, bertujuan agar 

penelitian ini bukan sebuah pengulangan atau sebuah plagiasi dalam bentuk 

jurnal, skripsi atau penelitian. Adapun kajian pustakanya adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, skripsi oleh Maryatul Kipitiyah, mahasiswi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010, dengan judul skripsi 

“Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi 

Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”. Penelitian ini 

mengangkat tentang status hukum anak hasil pernikahan sirri menurut hukum 

Islam dan hukum positif, kesamaan serta perbedaan status hukum pernikahan 

sirri menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia, dan akibat 

hukumnya bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri menurut hukum 

Islam dan hukum positif.27 Persamaan dari penelitian ini sama sama 

membahas nikah siri. Namun perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus 

kepada status hukum anak dari hasil nikah siri kemudian dibenturkan antara 

hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Sedangkan skripsi yang 

akan penulis angkat yakni mengenai praktik nikah siri yang dilakukan karena 

syarat khitbah disuatu daerah yang terletak di kota Bangkalan. 

 
27 Maryatul Kipitiyah, Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi 
Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) (Skripsi - Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 2010) 
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Kedua, skripsi Muh Ikho Hasmunir mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat di 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”.28 Pada skripsi ini mengangkat 

tentang kasus masyarakat yang menganggap nikah sirri menjadi sebuah 

kebiasan dan membantu menyadarkan masyarakat terhadap dampak dari 

nikah sirri. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yakni sama-sama 

membahas nikah sirri yang terjadi ditatanan masyarakat, akan tetapi 

perbedaan skripsi tersebut yaitu skripsi ini terfokus kepada dampak yang 

terjadi dimasyarakat dari nikah sirri ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan 

skripsi yang akan peneliti angkat mengenai nikah sirri yang dijadikan syarat 

dalam sebuah khitbah dilingkungan masyarakat. 

Ketiga, Syukri Fathuddin dalam penelitiannya tahun 2008 pada Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Problematika Nikah 

Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”.29 Pada skripsi ini membahas 

mengenai kasus nikah siri dan dampak hukumnya dalam melaksanakan nikah 

siri bagi seorang perempuan Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-

sama membahas nikah sirri yang menjadi problematika dalam masyarakat. 

Akan tetapi perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas akibat hukum 

bagi perempuan yang melakukan nikah sirri. Sedangkan skripsi yang akan 

 
28 Muh Ikho Hasmunir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada 
Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Skripsi- UIN Alauddin Makassar, 2017) 
29 Syukri Fathuddin, Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan (Skripsi: 

Universitas Negeri Semarang, 2008)  
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peneliti lakukan yaitu mengenai nikah sirri yang dijadikan sebagai syarat 

dalam peminangan. 

Keempat, Alfitri, S.Ag, SH, M.HI, dalam sebuah Laporan Penelitiannya 

pada Pengadilan Agama Tanjungpandan Belitung tahun 2009 yang berjudul 

“Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri”.30 Penelitian ini membahas 

tentang problematika nikah siri dalam masyarakat yang kemudian dikaitkan 

dengan hukum yuridis dari pelaksanaan nikah siri tersebut. Dalam penelitian 

ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti, yaitu memiliki 

kesamaan dalam membahas nikah sirri yang terjadi ditatanan masyarakat. 

Akan tetapi perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, yaitu penelitian 

ini bertujuan pada dampak hukum yuridis dari sebuah pelaksanan nikah sirri 

dimasyarakat. Sedangkan skripsi yang akan peneliti lakukan yakni mengenai 

nikah sirri yang dijadikan sebagai syarat dalam sebuah peminangan 

dimasyrakat. 

Dari uraian kajian pustaka diatas, maka dengan demikian dapat terbukti 

bahwa peneliti tidak melakukan sebuah plagiasi atau pengulangan penelitian. 

Dari obyek masalah serta rumusan masalah yang dicantumkan juga sebagai 

bukti bahwa tidak adanya sebuah plagiasi. 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui hasil jawaban dari apa 

yang telah menjadi rumusan masalah diatas. Maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 
30 Alfitri. “Dampak Yuridis Pelaksanaan Nikah Sirri” (Penelitian Pengadilan Agama 

Tanjungpandan Belitung. 2009) 
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1. Mengetahui secara deskriptif terhadap nikah siri setelah peminangan di 

Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

2. Mengetahui secara koprehensif tentang maqa<sid al-shari<’ah terhadap 

nikah siri setelah peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah 

Bangkalan. 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diharapkan memberikan 

maanfaat secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih akademis terhadap 

peneliti dan pembaca tentang nikah siri dalam peminangan yang terjadi 

di masyarakat kelurahan Mlajah Bangkalan. Serta bisa dijadikan sebagai 

bahas referensi mahasiswa tentang nikah siri dalam peminangan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pertimbangan masyarakat 

dalam melakukan nikah siri pada saat peminangan. Serta diharapkan 

menjadi perbandingan antara peminangan nikah siri dengan peminangan 

tidak dengan nikah siri. 

H. Definisi Operasional 

Dalam sebuah penelitian perlu adanya definisi operasional agar tidak 

muncul sebuah kesalahpahaman. Sehingga definisi operasional yang perlu 

peneliti tulis adalah sebagai berikut: 
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1. Maqa<sid Al-Shari<’ah, dalam kajian ini sebagaimana didefinisikan oleh 

ulama usul fiqh  yaitu Al-Syatibi, bahawa maqasid As-syariah yaitu 

kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan 

ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syarak 

dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, 

yang terbagi dalam 5 macam maqa<sid d}aruriyah yaitu menjaga agama 

(Hifz{ al-di<n), menjaga jiwa (Hifz{ an-nafs), menjaga akal (Hifz{ al-‘aql), 

menjaga keturunan (Hifz{ an-nasab), dan menjaga harta (Hifz{ al-ma<l).31 

2. Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan sesuai syari’at Islam, akan 

tetapi tidak didaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat sehingga nikah mereka tidak memiliki legalitas formal 

dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam 

undang-undang perkawinan. 

3. Peminangan adalah sebuah permintaan/peminangan seorang laki-laki 

kepada perempuan untuk mengawininya sesuai dengan aturan syariat 

Islam. Baik dilakukan langsung oleh dirinya sendiri maupun dilakukan 

oleh orang lain yang dipercayainya.32 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi 

langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta 

 
31 Asafri Jaya Bakri, Maqâshid As-Syarî’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996). 63. 
32 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 9. 
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cara data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian 

yang dimaksud haruslah memuat: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data penelitian adalah data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan 

penelitian. Data yang dikumpulkan adalah mengenai deskripsi dan 

proses nikah siri setelah peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah 

Bangkalan. Gambaran umum mengenai lingkungan Bani Yasin, jumlah 

keluarga, ekonomi, pendidikan dan kepercayaan di Bani Yasin 

Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

2. Sumber data 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research)., 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-

macam sumber. Sumber data peneliti yang diperoleh dalam melakukan 

penelitian. Ada dua macam, yaitu: 

a. Sumber primer 

Sumber primer yaitu sumber data yang memberikan data secara 

langsung mengenai obyek penelitian. Dalam hal tersebut yakni 

sesepuh setempat di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan, orang 

yang terlibat langsung dalam pertunangan dengan melangsungkan 

akad nikah (nikah siri), modin desa setempat. Dalam mendapatkan 

data tersebut peneliti menggunakan metode interview. yaitu teknik 

pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan 
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informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Adapun 

yang menjadi responden adalah: 

1) Sesepuh Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan atau yang 

mewakilkan. 

2) Modin desa Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

3) Pihak yang bersangkutan yang melakukan praktek peminangan 

dengan nikah siri. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan 

melengkapi sumber primer. Data ini merupakan data yang menjadi 

data pendukung dalam melakukan penelitian, baik memperjelas, 

melengkapi data dari sumber data primer. Dalam hal ini berupa 

referensi buku, jurnal dan buku-buku yang ada kaitannya dengan 

skripsi ini. 

3. Teknik pengumpulan data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Interview, yakni salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden),33 

dalam hal ini wawancara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan agar 

mendapatkan informasi yang komperehensif. Disini penulis 

 
33 Rianto Adi, Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004). 72 
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melakukan interview dengan kepala Kelurahan Mlajah Bangkalan, 

modin setempat, tokoh masyarakat dan orang yang bersangkutan. 

b. Observasi, yakni pengumpulan data dengan pengamatan secara 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan 

diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara 

mengamati langsung proses peminangan dan nikah siri. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Teknik Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui 

studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap 

lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.34 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh 

sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah.  

c. Analisis (analizyng), yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat 

yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti 

(diinterpretasikan).35 

Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil dari 

analisis maqa<sid al-shari<ah terhadap nikah siri sebagai syarat 

peminangan di Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

 
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004). 91. 
28 Ibid. 91. 
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5. Teknik Analisis Data 

Menurut Spradley dalam penelitian kualitatif terdapat empat 

tahapan analisis data, yakni; analisis domain, taksonomi, komponensial, 

dan analisis tema kultural.36 Dalam penelitian Analisis maqa<sid al-

shari<ah terhadap nikah siri sebagai syarat peminangan di kelurahan 

Mlajah Bangkalan ini menerapkan empat tahap teknik analisis data 

menurut Spradley yang tertulis dalam bukunya sugiono tentang 

memahami penelitian kualitatif, yang dijabarkan sebagai berikut:37 

a. Analisis domain dalam penelitian ini yakni peneliti memasuki 

obyek penelitian yang berupa situasi sosial untuk mendapat 

gambaran umum penelitian yang terdiri atas; place (Mlajah), actor 

(seluruh elemen masyarakat Mlajah). Dan activity (kegiatan 

masyarakat dalam melakukan praktek peminangan). 

b. Sedangkan tahap analisis taksonomi dalam penelitian ini yakni 

penguraian dari domain yang didapat dengan memperinci dan lebih 

memperdalam hasil analisis penelitian melalui pemfokusan 

penggalian dari wawancara dan dokumentasi. 

c. Selanjutnya masuk pada tahap komponensial, analisis 

kompononensial dalam penelitian ini yakni mencari sesuatu yang 

spesifik dengan penelitian pada setiap keseluruhan dari wawancara 

dan dokumentasi. 

 
29 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014). 101 
37 Ibid. 
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d. Analisis tema kultural, penelitian ini ditutup dengan tahap analsisis 

tema kultural yakni mencari hubungan diantara domain, dan 

bagaimana hubungannya dengan keseluruhan analisis, kemudian 

dinyatakan dalam judul penelitian. 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini nanti akan dibagi 

dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Susunan 

sistematikanya sebagai berikut. 

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang pembahasan peminangan dan nikah siri dalam 

Islam yang meliputi pengertian, syarat, keabsahan, hukum, dan anjuran 

peminangan dan nikah siri yang meliputi pengertian dan hukumnya. Serta 

mengenai maqa<sid al-shari<’ah yang meliputi, pengertian, macam-macam. 

Bab Ketiga, berisi tentang diskripsi Bani Yasin, proses peminangan dan 

proses nikah siri di Bani Yasin, serta alasan-alasan dalam melaksanakan 

nikah siri setelah peminangan. 

Bab Keempat, berisi tentang analisis maqa<sid al-shari<’ah terhadap nikah 

siri setelah peminangan di Kelurahan Mlajah Bangkalan. Pada bab ini yaitu 

menjawab semua rumusan masalah tentang deskripsi nikah siri setelah 
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peminangan serta analisis maqa<sid al-shari<’ah terhadap nikah sirri sebagai 

syarat peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan yang 

dapat peneliti ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhiri dengan 

saran serta rekomendasi yang penulis berikan. 
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BAB II 

Landasan Teori 

(Peminangan, Nikah Siri dan Maqa<sid Al-Shari<’ah) 

 

A. Peminangan 

1. Pengertian Peminangan 

Sebelum adanya sebuah perkawinan, terlebih dahulu dilakukan 

sebuah peminangan, sebagai bentuk sebuah pendahuluan sebelum 

diberlangsungkan sebuah pernikahan. Peminangan juga sebagai bentuk 

proses dalam menentukan sebuah jodoh atau menentukan pasangan 

hidup untuk masa depan. 

Peminangan dalam Bahasa fiqh disebut khit{{bah, yang mana khit{bah 

merupakan sebuah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang 

kepada jodoh pilihannya.1 Kata khit{bah (الخطبة) adalah bahasa arab yang 

secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk 

melangsungkan ikatan perkawinan.2 

Khit{bah, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang 

perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum 

berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha 

pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah Swt menggariskan agar 

 
1 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UIN SA Press. 

2014). 16 
2 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. (Jakarta: Kencana. 2006). 49 
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masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal 

sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan perkawinannya 

nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.3  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 11 disebutkan bahwa 

peminangan dapat langsung dilakukan sendiri oleh orang berkehendak 

mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang 

dapat dipercaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.4 

Khit{bah juga di dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surah Al-

Baqarah ayat 235: 

تُمْافِاأنَْ فُسِكُمْا اأَكْنَ ن ْ اأوَْ االنِ سَاءِ امِنْاخِطْبَةِ ابهِِ افِيمَااعَرَّضْتُمْ عَلِمَااۚ  وَلًَاجُنَاحَاعَلَيْكُمْ
اوَلَ ا اسَتَذْكُرُونَ هُنَّ االلََُّّاأنََّكُمْ امَعْرُوفاا اقَ وْلًا اتَ قُولُوا اأَنْ اإِلًَّ اسِرًّا اتُ وَاعِدُوهُنَّ الًَ وَلًَااۚ  كِنْ
لُغَاالْكِتَابُاأَجَلَهُااتَ عْزمُِوااعُقْدَةَاالنِ كَاحِاحَتَّّ ا االلَََّّايَ عْلَمُامَاافِاأنَْ فُسِكُمْااۚ  يَ ب ْ وَاعْلَمُوااأَنَّ

 وَاعْلَمُوااأَنَّااللَََّّاغَفُورٌاحَلِيماٌاۚ  فاَحْذَرُوهُا
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 

sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 

mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 

menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 

sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan 

janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, 

sebelum habis masa ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 

mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, 

dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha 

penyantun”.5 

Meminang seseorang merupakan langkah awal dalam menentukan 

seorang istri dalam sebuah perkawinan. Allah Swt menganjurkan 

 
3 Sayyid Sabiq, FIKIH SUNNAH Jilid 6 (Bandung: PT ALMA’ARIF, 1987). 35 
4 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo, 

2010) 
5 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 

2013). 38 
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hambanya untuk saling mengenal satu sama lain sebelum nantinya 

dilaksanakan sebuah akad nikah dan dalam perkawinan nantinya benar-

benar berdasarkan alasan yang jelas dan logis. 

Meminang juga merupakan salah satu bentuk i’tikad baik dari 

seorang laki-laki atau perempuan dan atau sebaliknya, sebelum 

melangsungkan sebuah pernikahan. Peminangan itu disyari’atkan dalam 

suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum 

berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah-

tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai tradisi masyarakat 

setempat.6 

Dalam Islam sendiri terdapat ayat tentang menjaga keturunan dalam 

hal perjodohan. Terdapat dalam surat at-Tahrim ayat 6: 

هَاامَلََئِكَةٌاياَ اأيَ ُّهَااالَّذِينَاآمَنُوااقُوااأنَْ فُسَكُمْاوَأهَْلِيكُمْانََراااوَقُودُهَااالنَّاسُاوَالِْْجَارةَُاعَلَي ْ
 غِلََظٌاشِدَادٌالًَايَ عْصُونَااللَََّّامَااأمََرَهُمْاوَيَ فْعَلُونَامَاايُ ؤْمَرُوناَ

”Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu 

dari api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”7 

2. Hukum dan Syarat Peminangan 

Meskipun terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, tetapi tidak 

ditemukan larangan ataupun perintah secara jelas untuk melakukan 

peminangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak 

 
6 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, 16 
7 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid & Terjemah.  560 
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terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam artian hukumnya 

adalah mubah.8 

Perempuan yang boleh dipinang bilamana memenuhi dua syarat 

yaitu: 

a. Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar’i 

Diharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya, karena 

berarti ia menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, 

memecahbelah hubungan kekeluargaan dan mengganggu 

ketentraman. 

Meminang pinangan yang diharamkan itu bilamana 

perempuannya telah menerima dan walinya telah dengan terang-

terangan mengizinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak 

dengan terang-terangan atau dengan sindiran, umpamanya dengan 

kata-kata: ia tak senang padamu, atau karena laki-laki yang kedua 

belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau pinangan 

pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama 

mengizinkan laki-laki kedua meminangnya maka laki-laki yang 

kedua boleh meminangnya.9 

b. Yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar’i, yang 

menyebabkan tidak dapat dinikah. adapun wanita yang tidak dilarang  

syar’i itu antara lain: 

1) Wanita itu tidak bersuami 

 
8 Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia…, 50 
9 Ibid. 39  
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2) Wanita itu bukan orang yang haram dinikah. 

3) Tidak dalam iddah, baik iddah ditinggal mati suami atau karena 

thalaq, baik thalaq raj’I maupun ba’in. apabila wanita itu masih 

dalam waktu iddah raj’I iya haram dipinang karena dia masih 

menjadi hak suaminya, suaminya masih berhak merujuknya 

sewaktu-waktu. Apabila wanita itu sedang iddah karena thalaq 

ba’in maka haram dipinang dengan cara terang-terangan karena 

suami masih berhak merujuknya dengan akad baru, tetapi boleh 

dipinang dengan sindiran (kinayah). 

Apabila wanita itu sedang iddah karena ditinggal mati suaminya, ia 

boleh dipinang dengan sindiran dimasa iddahnya, sebab hubungannya 

dengan suami yang mati sudah putus.10 

B. Nikah Siri 

1. Pengertian 

Secara harfiah “sirri” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah sirri adalah 

pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara 

umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernihakan 

sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai 

hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara 

sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah 

 
10 H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 1980). 

24-25 
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yang diwakili Departemen Agama. Nikah siri dalam konteks masyarakat 

sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.11 

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, 

tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. 

Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan 

Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal 

dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam 

undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil 

negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar 

administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut 

ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih 

dari satu, dan lain sebagainya.  

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang 

laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. 

Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang 

menjadi wali dan saksinya. 

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-

pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma 

negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, 

atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang 

untuk merahasiakan pernikahannya. 

 
11 Amir Syarifuddin, Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-
Undang Nikah Cet. II (Jakarta: Kencana, 2007). 59. 
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Nikah siri disebut juga nikah dibawah tangan. Nikah siri cukup 

dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab–qabul, mahar dan 

dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari 

Kantor Urusan Agama setempat. Nikah siri biasanya dilaksanakan 

karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya 

dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak 

terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama.12 

Dalam Islam sendiri terdapat ayat tentang menjaga keturunan atau 

keluarga dalam surat at-Tahrim ayat 6: 

هَاامَلََئِكَةاٌ ايَاأيَ ُّهَااالَّذِينَاآمَنُوااقُوااأنَْ فُسَكُمْاوَأهَْلِيكُمْانََراااوَقُودُهَااالنَّاسُاوَالِْْجَارةَُاعَلَي ْ
 ونَااللَََّّامَااأمََرَهُمْاوَيَ فْعَلُونَامَاايُ ؤْمَرُوناَغِلََظٌاشِدَادٌالًَايَ عْصاُ

”Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu 

dari api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”13 

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan hanya dengan 

cara agama islam yakni hanya ada wali, mas kawin dan saksi tanpa 

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maupun pada Dinas Catatan 

Sipil. Kata siri secara etimologi berasal dari bahasa Arab Assirru yang 

artinya adalah rahasia. Menurut Faridl (1995: 54) pengertian nikah siri 

adalah nikah yang dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, 

tidak dilakukan pengawasan dan pencatatn KUA,14 

 
12 Lukman A. Irfan, Nikah, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007). 84 
13 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid & Terjemah. 560 
14 Effi Setiawati, Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 

2005). 5 
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2. Hukum Nikah Siri 

Menurut hukum Islam pernikahan siri adanya syarat dan rukunya 

telah terpenuhi seperti calon suami\, calon istri, wali, dua orang saksi, 

ucapan ijab dan qabul.15 Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat 

dalam pasal (2) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu: 

Akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan gha>li>z}an untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.16 Sedangkan 

menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal tersebut 

diminta oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.” Dalam pasal 3-12 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni: 

a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan 

kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan 

(Pasal 3). 

b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pegawai 

pencatat dikantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk 

melangsungkan perkawinan itu (Pasal 8). 

c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang 

dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara 

 
15 Barmawie Umary, Fiqih Ibadat, Mu’amalat dan Munakahat, (Solo: CV Ramadhani, 1986). 189 
16 Burgerlijk Wetbouk, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terj. Soesilo dan Pramudji, 

(Rhedbook Publisher,2008). 505 
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perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya (Pasal 10). 

d. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai 

diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh 

kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi 

mereka yang beragama Islam (Pasal 11). 

e. Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, 

kepada mempelai diserahkan kutipan akta nikah atau perkawinan 

sebagai alat bukti (Pasal 12) 

Dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 diperjelas penekanannya 

dalam pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam. 

a. Pasal 5 

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat. 

2) Pencatatan perkawinan pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai 

pencatat nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-

Undang No. 22 tahun 1946. undang-Undang No.32 tahun 1954. 

b. Pasal 6 

1) Untuk memenuhi ketentuan dari pasal 5, setiap perkawinan 

harus dilangsungkan dihadapan dan dan dibawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. 

2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
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c. Pasal 7 

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 

nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b) Hilangnya Akta Nikah. 

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan; 

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang No.1 tahun 1974. 

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang 

No.1 tahun 1974. 

4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami 

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan dengan perkawinan itu. 

Dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam 

pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam. KHI dalam pasal tersebut memuat 

aturan-aturan sebagai berikut: 
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a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam. 

b. Setiap perkawinan harus dicatat. 

c. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN). 

d. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat 

oleh PPN.17  

Jadi pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan di PPN akan 

menanggung resiko yuridis. Perkawinan seperti ini sah menurut agama 

tapi hak-haknya tidak dijamin oleh perundang-undangan. 

C. MAQA<SID AL-SHARI<’AH 

1. Pengertian 

Islam adalah sebagai agama samawi yang memiliki itab suci Al-

Qur’an dan sebagai sumber utama. Al-Qur’an memiliki kandungan 

berbagai ajaran, dikalangan ulama ada yang membagi kandungan Al-

Qur’an kedalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu aqidah, khuluqiyyah, dan 

‘amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyyah 

berkaitan dengan etika atau akhlak. Amaliyah berkaitan dengan aspek-

aspek hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan), dan af’al (perbuatan 

manusia), dan dalam sistematika hukum Islam dibagi kedalam dua  hal. 

Pertama yaitu ibadah, yang didalamnya diatur pola hubungan manusia 

 
17 Abd. Somad, Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Kencana,2010). 294-297 
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dengan Tuhan. Kedua yaitu muamalah, yang didalamnya diatur pola 

hubungan antara sesame manusia.18 

Ilmu maqa<sid al-shari<’ah relatif baru namun secara praktek hal ini 

telah lama dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw. maqa<sid al-shari<’ah 

adalah makna atau tujuan atau nilai yang ingin dicapai dari adanya 

syariah yang seharusnya mukallaf sampai pada tujuan tersebut, dan 

apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka syariat tersebut sia-sia. 

Menurut jassir auda (lil maqashid lil muktadi’) maqa<sid al-shari<’ah ialah 

kemashalatan-kemashalatan yang ditunjukkan oleh syari’ dimana ketika 

tujuan tidak tercapai maka syariat tidak diberlakukan.  

Adapun maqa<sid al-shari<’ah sangatlah penting agar kita tidak 

terlalu dan fanatik terhadap teks-teks syariah atau dengan bahasa lain 

agar kita tidak tekstualis melainkan menyelami lebih dalam lagi 

terhadap teks tersebut dengan melihat dan berfikir mengenai apa 

sebenearnya inti atau tujuan teks tersebut. Karna pemahaman secara 

tekstualis akan cendrung salah dalam memahami suatu teks syariah. 

Secara lughawi (bahasa), maqa<sid al-shari<’ah terdiri dari dua kata, 

yakni maqasid dan Syariah. Maqasid adalah bentuk jama’ yang artinya 

kesengajaan atau tujuan. Syariah secara Bahasa berarti المواضعاتحدر الىااماء 

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat 

dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Maqa<sid Al-

 
18 Asafri Jaya Bakri, Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Amzah.1996) 60 
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Shari<’ah terdiri dari dua kata yaitu مقااصد dan الشرايعة. Maqasid adalah 

bentuk jamak yang berasal dari fiqh قصد yang berarti membawa sesuatu, 

juga berarti permintaan, maksud dan tujuan. Syariah menurut bahasa 

berarti jalan menuju sumber air yang juga dapat diartikan sebagai jalan 

menuju sumber keadilan utama. 

Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli, Syariah adalah 

semua Kitab Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia diluar yang 

diatur oleh diri sendiri. Dengan demikian, hukum adalah nama resmi 

amaliyah. Fiqh dari ushul fiqh mendefinisikan maqa<sid al-shari<’ah 

dengan makna dan tujuan merujuk pada hukum untuk kepentingan umat 

manusia. 

Maqa<sid Al-Shari<’ah diantara para ahli hukum ushul fiqh juga 

disebutkan oleh Asrar al-Shari<'ah, rahasia di balik hukum yang 

ditetapkan oleh syara', dalam bentuk manfaat bagi dunia dan akhirat. 

Misalnya, hadits 'membutuhkan beragam ibadah dengan tujuan 

menegakkan agama Allah swt. mengelola hukum perzinahan untuk 

menjaga kehormatan dan keturunan dan disyari'atkan pencurian untuk 

melestarikan properti seseorang, menetapkan hukuman qisas untuk 

melindungi jiwa seseorang.  

Oleh karena itu, Maqa<sid Al-Shari<’ah dapat didefinisikan sebagai 

tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan hukum. Istilah maqa<sid al-

shari<’ah dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam 
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karyanya Muwaffaqat sebagaimana dalam ungkapannya yang dikutip 

oleh  Asafri Jaya Bakri adalah: 

 هذهاالشريعةاوضعتالتحقيقامقاصدهاالشارعاقيامامصالحافِاالديناوالدنيامعا

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud 

Allah dalam  mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah 

secara bersama-sama”.19 

 

Al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat, mempergunakan kata 

yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid ay-syariah. Kata-kata itu 

ialah maqa<sid al-shari<’ah, al- maqa<shid al-syar’iyah fi al-syari’ah, dan 

maqa<sid min syar’i al-hukm.20 Meskipun dengan kata-kata yang 

berbeda, kata tersebut mengandung arti yang sama yakni tujuan hukum 

yang diturunkan oleh Allah SWT. 

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi, dapat dikatakan bahwa 

kandungan maqa<sid al-shari<’ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan 

umat manusia. Pemahaman maqa<sid al-shari<’ah mengambil porsi cukup 

besar dalam karya al-Syatibi. Maqa<sid al-shari<’ah secara tidak langsung 

dipaparkan hampir dalam keempat volume al-muwafaqatnya. 

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian maqa<sid al-shari<’ah oleh 

al-Syatibi, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban 

(taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tak 

satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak 

mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan 

 
19 Ibid. 
20 Ibid. 64 
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taklif ma la yutaq (membebankan sesuatu yang tak dapat 

dilaksanakan).21 Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa tujuan 

hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang 

disyariatkan baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah melainkan di 

dalamnya terdapat kemaslahatan. 

2. Dasar Hukum dari Maqa<sid Al-Shari<’ah 

Di dalam al-Quran salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum 

Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. 

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang 

menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang 

yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan 

kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya 

yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke 

jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maidah : 15-16).22 

 

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan 

untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para 

ulama kalam dalam menanggapi masalah mempunyai tiga pendapat : 

a. Pendapat pertama 

Bahwa hukum syara` tidak boleh dita`lilkan dengan maslahah. 

Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak 

mengandung maslahah.  

b. Pendapat kedua 

Maslahah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda 

saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang 

 
21 Ibid. 65 
22 Deartemen Agama RI. Al-Qur’an & Terjemah. (Bandug: CV Penerbit Diponegoro. 2013). 110 
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menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Demikianlah 

pendapat sebagian ulama Syafi`iyah dan Hambaliyah. 

c. Pendapat ketiga 

Segala hukum Allah dita`lilkan dengan masalah karena Allah 

telah berjanji sedemikian dan karena Allah Tuhan yang senantiasa 

mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka 

kesempitan dan kebinasaan. Pendapat ketiga ini adalah pendapat 

golongan Mu`tazilah, Maturidiah, sebagian ulama Hambaliah dan 

semua ulama Malikiah.23 

Sesungguhnya perbedaan faham ini hanyalah pada teori saja, tapi 

dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala 

hukum syara` adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada 

suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan. 

3. Pembagian Maqa<sid Al-Shari<’ah 

Maqa<sid al-shari<’ah memiliki kategori dan peringkat yang tidak 

sama. Al-Syathibiy dalam bukunya Asafri Jaya Bakri membagi maqa<sid 

ke dalam tiga kategori, yakni dlaru<riyyah, ha<jiyyah, dan tahsi<niyyah. 

Dari tiga kategori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pengkategorian maqa<sid tersebut didasarkan pada seberapa besar 

peran dan fungsi suatu mashlahah bagi kehidupan makhluk. Jika suatu 

bentuk maslahah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang 

mana jika bentuk maslahah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan 

 
23 Ibid. 
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makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil (lam tajri masha<lih al-dunya< 

’alâ istiqa<mah) atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang 

mengakibatkan ambruknya tatanan sosial (ikhtila<l al-nidha<m fî al-

ummah) dan kemaslahatan di akhirat yakni keselamatan dari siksa 

neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori 

maqa<sid d{aru<riyyah. 

Maqa<sid d{aru<riyyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (di<n), 

jiwa (nafs), akal (’aql), keturunan (nasab), dan harta (ma<l).24 

a. Memelihara Agama (hifz{ al-di<n) 

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara agama dalam tingkat d{aruriyah yaitu memelihara 

dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam 

peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. 

Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi 

agama. 

2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu 

melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghidari 

kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang 

bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak 

mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita 

mempersulit bagi orang yang melakukannya. 

 
24 Muh Daud Ali. Hukum Islam. (Raja Grafindo: Jakarta. 1996). 53 
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3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti 

petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus 

melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya 

membersihkan badan, pakaian dan tempat. 

b. Memelihara jiwa (hifz{ an-nafs) 

Memihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan 

hidup. 

2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya 

berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan 

halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi 

kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. 

3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan 

tata cara makan dan minum . 

c. Memelihara akal (hifz{ al-̀aql) 

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 

tingkat: 

1) Memelihara akaldalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan 

meminum minuman keras karena berakibat terancamnya 

eksistensi akal. 
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2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan 

menuntut ilmu pengetahuan. 

3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti 

menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu 

yang tidak berfaedah. 

d. Memelihara keturunan (hifz{ an-nasb) 

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya 

dibedakan menjadi tiga: 

1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti 

disyariatkan nikah dan dilarang berzina. 

2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti 

ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad 

nikah. 

3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti 

disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.  

e. Memelihara harta (hifz{ al-mal) 

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat: 

1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat 

tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 

orang dengan cara yang tidak sah. 

2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang 

jual beli tentang jual beli salam. 
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3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.25 

4. Peranan Maqa<sid Al-Shari<’ah Dalam Pengembangan Hukum saat ini 

Pengetahuan tentang maqa<sid al-shari<’ah seperti yang ditegaskan 

Abdul Wahab al-Khallaf adalah berperan sebagai alat Bantu untuk 

memahami redaksi al-quràn dan sunnah, menyelesaikan dalil- dalil yang 

bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan 

hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-quràn dan 

sunnah secara kajian kebahasaan. 

Metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan maslahah al-mursalah 

adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan 

atas maqa<sid al-shari<’ah. qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan  bila 

mana dapat ditemukan maqa<sid al-shari<’ahnya yang merupakan alasan 

logis dari suatu hukum. Sebagai contoh kasus diharamkannya khamar 

dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa maqa<sid al-shari<’ah 

diharamkannya khamar adalah karena sifa memabukkannya yang 

merusak akal. Dengan demikian yang menjadi alasan logis dari 

diharamkannya khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar 

itu sendiri adalah salah satu contoh dari yang memabukkan.26 

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode qiyas bahwa setiap 

yang memabukkan adalah haram. 

 
25 Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar. Maqashid Syariah. (Jakarta: Amzah. 2009). 167 
26 Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul Fiqh. Di terjemahkan oleh Drs.H.Moh.Zuhri & Drs. Ahmad 

Qarib,MA.(DinaUtama:Semarang) 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM MENGENAI BANI YASIN DAN NIKAH SIRI 

SETELAH PEMINANGAN 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Mlajah 

1. Batas Wilayah Desa/Kelurahan 

Kelurahan Mlajah merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Kelurahan Mlajah 

memiliki luas tanah seluas 600 ha. Kelurahan ini terletak disebelah barat 

Kabupaten Bangkalan.1 

3.1 

Letak Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Kemayoran Bangkalan 

Sebelah Selatan Bilaporah Socah 

Sebelah Barat Laut Jawa - 

Sebelah Timur Langkap Burneh 

 

2. Orbitasi2 

3.2 

No Uraian Keterangan 

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 3 KM 

2. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 15 Menit 

3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 2.5 km 

4. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 10 Menit 

 

3. Kependudukan 

Berdasarkan data arsip format isian Desa/Kelurahan tahun 2018, 

jumlah penduduk Kelurahan Mlajah berdasarkan usia sebagai berikut: 

 
1 Format Isian Profil Desa/Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tahun 

2018. 1 
2 Ibid. 2 
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3.3 

Kelompok Usia Laki-laki Perempuan 

0 - 7 Tahun 572 540 

8 - 14 Tahun 505 563 

15 - 21 Tahun 468 824 

22 – 28 Tahun 686 809 

29 – 35 Tahun 641 645 

36 - 42 Tahun 564 648 

43 – 49 Tahun 344 503 

50 – 56 Tahun 298 337 

57 – 63 Tahun 228 250 

64 – 70 Tahun 142 145 

70 Tahun keatas 85 125 

Jumlah 4644 5383 

 

4. Keagamaan 

3.4 

No. Agama 
Laki-laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

1. Budha - - - 

2. Hindu - - - 

3. Islam 4632 5376 10000 

4. Katholik - - - 

5. 
Kepercayaan kepada 

Tuhan YME 
- - - 

6. Khonghucu - - - 

7. Kristen 9 11 20 

Jumlah 4641 5387 10020 

 

5. Mata Pencaharian 

Terkait data mata pencaharian ini, letak geografis dari Kelurahan 

Mlajah yang berada ditengah kota menjadi faktor utama penyebab pola 

mata pencaharian masyrakat Mlajah. Sehingga banyak sekali warga 

pendatang yang kemudian menetap di Kelurahan Mlajah. Hal tersebut 

diketahui dari arsip data Kelurahan Mlajah tahun 2018 yang 

menunjukkan bahwa ranting teratas mata pencaharian masyarakat 
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Mlajah adalah Pegawai Negeri Sipil dan disusul dengan pedagang 

keliling. 

3.5 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. Bidan Swasta 25 

2. Buruh Tani 55 

3. Pedagang Keliling 59 

4. Pegawai Negeri Sipil 625 

5. Petani 25 

6. Peternak 17 

 

B. Gambaran Umum Bani Yasin 

1. Bani Yasin 

Bani Yasin merupakan sebuah keluarga keturunan Ahmad Dofir 

Yasin (alm). Keluarga ini merupakan keluarga kecil yang berada sebelah 

paling barat di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten 

Bangkalan. Keluarga ini merupakan keluarga sederhana yang 

kesehariannya menjadi seorang guru agama, dan memiliki beberapa anak 

yakni berjumlah 8 anak yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 4 orang 

perempuan. Sejumlah itu bagi masyarakat Mlajah tergolong biasa, 

bahkan ada keluarga satu desa yang memiliki anak lebih dari itu. 

Bani Yasin adalah keluarga dari pasangan Ahmad Dofir Yasin 

dengan Siti Dalilah yang membangun keluarganya di Kelurahan Mlajah 

Bangkalan yang bisa dikatakan keluarga yang sangat kentel dengan 

agamanya (agamis), jadi setiap kegiatan kesehariannya tidak lepas dari 

yang namanya syariat-syariat Islam. Keluarga ini dikenal oleh 

masyarakat sekitar sebagai keluarga yang bisa dijadikan sebagai sesepuh 
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desa, karena kepandaiannya mbah dofir (sapaan akrabnya (alm) Ahmad 

Dhofir Yasin) dalam menangani beberapa kasus yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat desa, dan kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-

harinya.  Dulunya mbah dofir ini bekerja sebagai seorang guru ngaji di 

desanya sehingga banyak dari masyarakat desa bahkan desa sekitar 

Kelurahan Mlajah juga ikut mengaji quran ke musholanya mbah dofir. 

Selain ngajar mengaji, mbah dofir ini juga mengajarkan penerapan 

agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai syariat bahkan ajaran-ajaran 

yang dianjurkan oleh agama Islam. Inilah yang menjadi alasan mbah 

dofir dijadikan sebagai salah satu sesepuh desa di Kelurahan Mlajah 

Bangkalan ini. Setelah mbh dhofir meninggal dunia, segala kebiasaan 

dan perilaku mbah dofir ini diteruskan oleh putra-putranya. Sehingga 

sampai saat ini segala yang dilakukan oleh beliau selama tidak 

melanggar aturan Islam dan tidak merugikan keluarga, hal tersebut 

diteruskan oleh anak cucunya beliau termasuk salah satunya yaitu ketika 

mengadakan sebuah tradisi peminangan dalam keluarganya. 

2. Data keluarga 

Dalam bani yasin ini terdapat beberapa keluarga keturunan ahmad 

dofir yasin dengan siti dalilah. Keluarga ini memiliki 8 orang anak 

dengan 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 33 orang cucu, 16 cucu 

laki-laki dan 17 cucu perempuan serta 18 orang cicit, 4 cicit laki-laki 

dan 14 cicit perempuan. Keluarga ini berkumpul menjadi satu tanah atau 

disebut dengan setanean. 
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C. Nikah Siri Sebagai Syarat Peminangan. 

1. Sejarah adanya nikah siri setelah peminangan 

Setiap pembahasan adat kebiasaan pasti tidak lepas dari beberapa 

faktor, diantaranya dikarenakan adanya sebuah doktrin dari orang tua 

atau nenek moyang tak terkecuali dari keluarga Bani Yasin di Kelurahan 

Mlajah Bangkalan. Bagi keluarga bani yasin, hal tersebut diajari oleh 

keluarga orang tua dari mbah dofir sendiri yang kemudian diterapkan 

dalam keluarganya sendiri hingga saat ini sebagai bentuk dari kehati-

hatian untuk menjaga keluarganya dalam menghadapi jaman yang sudah 

memasuki jaman elektronik yang sudah maju. 

Hal tersebut dibenarkan oleh ustad Abdul Aziz selaku sesepuh dari 

Bani Yasin, beliau menyampaikan bahwa nikah siri itu ada dan 

diterapkan oleh nenek dan kakek dari mbah dofir dan belum diketahui 

sejak kapan tahun awalnya diterapkan ini, akan tetapi adat kebiasaan itu 

dilanjutkan oleh keluarga dari mbah dofir sendiri sebagai bentuk kehati-

hatiannya dalam menjaga keluarga dan nama baik keluarganya.3 

Berdasarkan dari informasi diatas, bisa dijelaskan bahwa adanya 

nikah siri dalam sebuah peminangan ini bermula dari nenek moyang dari 

mbah dofir dan diteruskan oleh generasinya yakni keluarga dari mbah 

dofir. Adapun tepat waktunya kapan, tidak ada fakta sejarah yang 

menjelaskan. Bapak Mat Lihan selaku Kepala Kelurahan Mlajah 

mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat Mlajah beraneka Ragam, 

 
3 Abdul Aziz. Wawancara, Bangkalan, 16 April 2019 
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ada yang sudah modern dan ada yang semi modern. Semi modern disini 

diartikan bahwa masyarakat sangat memegang teguh agama sehingga 

segala kegiatan apapun tentang hubungan manusia, pasti tidak pernah 

melupakan ajaran syariat Islam meskipun geografis Mlajah bisa 

dikatakan kota dan sudah modern. “Masyarakat Mlajah beraneka ragam. 

Meskipun disini masuk Kawasan Kota, tapi kepercayaan masyarakat 

masih kental akan agamanya dan bisa dikatakan masih primitif. 

Kawasan bagian Barat masih semi modern, bagian tengan ketimur sudah 

modern karena rata-rata pendatang yang kemudian menetap di 

Kelurahan Mlajah.”4 

2. Deskripsi nikah siri dalam peminangan 

a. Pengertian/deskripsi 

Khit{bah  merupakan sebuah permintaan seorang laki-laki 

kepada perempuan dengan maksud untuk menikahinya, baik 

dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Adat peminangan di Tanah Madura khususnya di Bangkalan 

tidak lepas dari sebuah doktrin keluarga atau sesepuh daerah 

setempat. Hampir seluruh adat kebiasaan mereka tidak lepas dari 

nenek moyang dan sesepuh daerah setempat, begitupula adat 

kebiasaan peminangan di Bani Yasin tersebut. 

Peminangan di Bani Yasin ini selalu melakukan hal-hal berbeda 

dari peminangan biasanya, yaitu dinikahkan secara sembunyi atau 

 
4 Mat Lihan. Wawancara. Bangkalan. 19 Mei 2019. 
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nikah sirri setelah melakukan peminangan, nikah tersebut bertujuan 

untuk menjaga nasab keluarga karena kebiasaan orang Bangkalan 

ketika sudah di khit{bah, pada saat hari-hari besar Islma pasti dibawa 

ke rumah lelaki atau sebaliknya. Sehingga nikah tersebut dilakukan 

untuk menjaga sesuatu yang dikhawatirkan terjadi oleh keluarga ini 

ketika dibawa ke rumah si calon tersebut. 

Menurut Fathurrakhman selaku keluarga dari Bani Yasin, 

mengatakan bahwa: 

“nikah siri yang dimaksud disini ialah nikah yang dilakukan 

secara sah sesuai ketentuan syariat Islam dan tidak dicatatkan 

ke Kantor Urusan Agama (KUA), hal tersebut sebagai bentuk 

kehati-hatian untuk penutup aib keluarga jika terjadi suatu hal 

yang tidak diinginkan. Meskipun sudah dinikah sirikan akan 

tetapi status mereka bukanlah suami istri, melainkan masih 

berstatus tunangan karena mereka belum menikah secara sah di 

Kantor Urusan Agama (KUA).5 

Pernyataan fathurrakhman ini memiliki makna bahwa, meski 

sudah melakukan pernikahan siri, status mereka bukanlah suami 

istri yang harus terpenuhi hak dan kewajibannya. Akan tetapi status 

mereka tetap menjadi status tunangan atau calon suami dan calon 

istri. Sehingga perlakuan mereka tetap layaknya pertunangan 

biasanya yang terjadi di daerah Kelurahan Mlajah, yaitu tidak 

tinggal satu rumah, tidak memberikan nafkah lahir batin, tetapi 

tetap memberikan salinan (nyalenen) ketika hari raya Islam seperti 

yang sudah terjadi umumnya di masyarakat Madura, karena hal 

tersebut sudah menjadi tradisi warga Mlajah bahwa setiap hari raya 

 
5 Fathurrakhman. Wawancara. Bangkalan, 02 Mei 2019 
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Idul Fitri si calon lelaki memberikan pakaian Salinan (nyalenen) 

mulai dari kerudung hingga sandal sebagai alas kaki.  

b. Faktor yang melatarbelakangi 

Nikah siri yang dilakukan dalam sebuah peminangan di Bani 

Yasin Kelurahan Mlajah mengandung unsur kehati-hatian dalam 

menjaga keluarga selama ia masih berstatus bertunangan. 

Menurut ustad Abdul Aziz, hal tersebut juga berkaitan dengan 

karakternya orang Madura khususnya Kabupaten Bangkalan yang 

lebih berpegang teguh terhadap Agama Islam. Beliau 

menyampaikan “nikah siri ini dilakukan untuk menjaga nama baik 

keluarga, karena dikhawatirkan nantinya terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan dan berakibat kepada keluarga juga nantinya.”6 

Meskipun sudah menikah, mereka tidak boleh tidur satu 

ranjang, bahkan bukan pula sudah menjadi suami istri meskipun 

sudah menikah secara siri. Akan tetapi status mereka masih 

bertunangan, hak dan kewajiban mereka sudah selayaknya seperti 

orang tunangan biasa. Hal tersebut dinikahkan agar orang tua tidak 

khawatir ketika putrinya dibawa ke rumah lelaki tunangannya 

ketika pada hari-hari besar atau ada acara keluarga.7 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa nikah 

siri adalah adat kebiasaan keluarga bani yasin yang bertujuan untuk 

melindungi atau menjaga nama baik keluarga Bani Yasin maupun 

 
6 Abdul Aziz, Wawancara, Bangkalan, 16 April 2019. 
7 Fathurrakhman. Wawancara. Bangkalan 02 Mei 2019 
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calon suami atau istri. Sehingga ketika bertunangan, setelah proses 

pertunangan selesai langsung dilanjutkan dengan nikah siri yang 

dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun nikah dalam Islam. 

c. Proses Nikah Siri Setelah Peminangan 

Peminangan dalam tradisi orang-orang Madura sangatlah 

berviarisi, sesuai daerah tempat tinggal masing-masing masyrakat 

Madura. Berbeda halnya dengan keluarga disalah satu desa di 

Bangkalan yaitu di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

Peminangan di Bani Yasin ini bisa dikatakan berbeda dengan 

masyarakat Madura lainnya bahwa setelah peminangan ini 

dilakukan sebuah tradisi yang namanya nikah siri. Hal tersebut 

dilakukan sebagai salah satu bentuk menjaga keturunan dan 

menjaga kekhawatiran keluarga ketika si perempuan dibawa oleh si 

laki-laki pada hari-hari tertentu yang biasa terjadi di masyarakat 

Madura, baik itu hari besar Islam dan acara keluarga yang diadakan 

oleh salah satu calon, yang mana dalam hal itu setiap calon 

menghadirinya bahkan bisa jadi menginap di rumahnya. Hal 

demikian menjadi sebuah adat istiadat di daerah Madura yang mana 

si calon telah dianggap sebagai bagian dari keluarga meskipun 

belum menikah.  

Bani Yasin, dalam menjawab kekhawatiran keluarga terhadap 

perilaku anak cucunya nantinya dalam tradisi tunangan, maka 
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diadakanlah sebuah nikah siri setelah terjadinya proses peminangan. 

Fathurrakhman menjelaskan bahwa:  

“Nikah siri ini dilakukan sesuai dengan syarat rukun yang telah 

dianjurkan oleh syariat Islam sebagaimana syarat dan rukun 

menikah pada umumnya. Akan tetapi, meskipun sudah menikah 

si perempuan dan si laki-laki tidak dikatakan sebagai suami istri 

sah secara hukum, mereka masih dikatakan sebagai calon suami 

istri karena mereka belum melakukan nikah sesuai aturan di 

Indonesia yang mana pernikahan sah harus dicatatkan ke 

Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum. 

Jarak antara peminangan dengan nikah dicatatkan di KUA yaitu 

maksimal 1 tahun jaraknya. Jika melebihi 1 tahun maka 

terdapat 2 pilihan yaitu batal atau nikah dicatatkan ke KUA. 

Selama peminangan di Bani Yasin, baru sekali terjadi 

pembatalan.”8  

Dengan demikian, meskipun sudah melakukan nikah siri si laki-

laki dan si perempuan tidak boleh melakukan layaknya suami istri 

dan hak dan kewajiban merekapun belum mereka penuhi layaknya 

sebagai suami istri. Perilaku yang mereka lakukan seperti layaknya 

orang tunangan biasanya yang terjadi di masyarakat Madura.  

“Nikah siri ini dilakukan bukan untuk menjadi pelepas 

penghalang mereka untuk berbuat apapun. Kita kan tidak tahu 

apa yang akan terjadi pada kita semua dan keluarga 

kedepannya. Jadi ini sebagai bentuk jawaban kekhawatiran 

keluarga kedepannya, dan keluarga tetap mengontrol kegiatan 

yang dilakukan oleh si calon suami atau calon istri”9 Lanjut 

Fathurrakhman. 

Orang tunangan dalam masyarakat Madura khususnya di 

Bangkalan, setiap hari besar Islam si laki-laki selalu memberi 

pakaian lengkap dari atas sampai bawah atau yang disebut 

masyarakat Madura itu “nyalenen” kepada si perempuan, sebagai 

 
8 Wawancara. Fathurrakhman. Bangkalan. 02 Mei 2019  
9 Ibid. 
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bentuk penghormatan terhadap wanita yang menjadi calon istrinya 

nantinya. Hal itu sudah menjadi budaya Madura yang dilakukan 

oleh laki-laki kepada perempuan yang ia pinang. Bahkan hal 

tersebut dapat dikatakan sebuah perbuatan yang wajib dilakukan 

oleh semua calon suami kepada si calon istri dan jika tidak 

memberikan tersebut, dapat dikatakan si calon suami tidak serius 

dalam melakukan peminangan. Sehingga perlakuan tersebut dapat 

menjadi pembicaraan khusus bagi kedua orang tuanya dalam 

melanjutkan sebuah hubungan. Warga Mlajah khususnya ketika 

tidak memberikan atau “nyalenen” berarti si calon laki-laki tersebut 

bisa dikatakan mengajak untuk tidak melanjutkan peminangan dan 

tidak menghargai seorang wanita. “ya kalau tidak nyalenen berarti 

laki-laki tersebut tidak tau diri degan tidak menghargai wanita.” 

Ungkap Fathurrakhman.10  

d. Implikasi Nikah siri setelah peminangan di Bani Yasin. 

Setiap aturan dibuat untuk ditaati bukan untuk dilanggar, 

apabila dilanggar maka akan kena hukuman atau ada 

konsekuensinya. Hukum adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat 

memiliki banyak macam konsekuensi atau hukuman yang berlaku 

selama ini, ada yang berupa sanksi moral, fisik dan materi. 

Bani Yasin berkeyakinan adanya implikasi yang ditimbulkan 

apabila tidak menaati adat yang ada di Bani Yasin. Hal tersebut 

 
10 Ibid. 
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pernah terbukti ketika ada seorang cucu yang menikah dengan orang 

luar kemudian tidak melakukan nikah siri, yang terjadi yakni hal-hal 

negatif dari hubungan pertunangannya, sering terjadi pertengkaran 

yang mengakibatkan batalnya peminangan dan mendapatkan 

omongan negatif dari tetangga. 

Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh ustad Abdul 

Aziz, bahwa pernah terjadi peminangan yang tidak disertai dengan 

nikah siri dan setelah berlangsung lama, hubungannya tidak 

harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran. Padahal peminangan 

tersebut bukan dijodohkan tetapi hasil pilihannya sendiri. Dari 

pertengkaran itu hubungan peminangan mereka akhirnya batal dan 

setelah batal terdengar oleh tetangga, dari situlah omongan negatif 

mulai terdengar akibat tidak melakukan adat kebiasan dari nenek 

moyangnya sendiri. 

Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa:  

“memang nikah siri di Indonesia dilarang karena akan berakibat 

buruk bagi si perempuan. Akan tetapi nikah siri yang dilakukan 

disini ini sebagai bentuk kehati-hatian keluarga takut terjadi 

hal-hal yang dilarang oleh agama. Untuk implikasi itu bukan 

berarti kita tidak percaya sama tuhan, kami disini percaya jodoh 

ada ditangan tuhan dan masalah jodoh kita selalu pasrah sama 

tuhan. Akan tetapi, ketika terjadi pertengkaran dan tidak 

harmonis itu kami selalu berfikiran negatif karena tidak 

mengikuti kata orang tua dulunya”.11 

Pernyataan tersebut juga telah diafirmasi oleh Ustad Abdul 

Manan, sebagai keluarga dari Bani Yasin, menurut beliau jodoh itu 

 
11 Abdul Aziz. Wawancara. Bangkalan. 16 April 2019. 
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ada ditangan Allah, pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini telah 

diatur oleh Allah. Akan tetapi dalam adat di keluarga Bani Yasin 

dilakukan hanya untuk hati-hati keluarga karena takut terjadi hal-

hal diluar perintah Agama Islam dan juga sebagai bentuk taatnya 

kepada orang tua dulunya yang menyuruh kepada anak-anaknya, 

dan apabila terjadi diluar kehendak keluarga, yang malu adalah 

seluruh keluarga baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-

laki. “Orang tua atau mbah-mbah dulunya itu omongannya sering 

sacral, jadi selama tidak melanggar ajaran Islam pasti kami terima” 

lanjut Ustad Abdul Manan.12 Dalam proses pembatalanpun, proses 

pembatalan peminangan dilakukan seperti adat biasanya, yakni 

dengan memberikan sebuah hadiah kepada wanita yang pernah ia 

pinang baik berupa cincin, kalung dan lain sebagainya sesuai 

keinginan yang ingin memberinya. Bani Yasin dalam proses 

pembatalan peminangan, juga menganggapnya ketika terucap kata-

kata batal dari calon laki-laki, maka secara otomatis pernikahan 

mereka juga batal dan jatuh talak. “Kalau pembatalan peminangan 

disini ya seperti biasa yang terjadi pada umumnya di masyarakat 

Mlajah. Akan tetapi, ketika terjadi perbuatan pembatalan 

peminangan, secara otomatis pernikahan mereka yang dilakukan 

secara siri tersebut juga jatuh talak.” Jelas Ustad Abd. Manan.13 

Pembatalan peminangan atau istilah Madura “borong” yaitu 

 
12 Abdul Manan. Wawancara. Bangkalan. 7 Mei 2019. 
13 Ibid. 
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dilakukan sama seperti pembatalan peminangan pada umumnya 

yang terjadi di masyarakat Madura meskipun di Bani Yasin ini telah 

melakukan nikah siri, tanpa pengucapan talak kepada si istri talak 

sudah dengan sendirinya jatuh ketika melakukan proses pembatalan. 

Berdasarkan hasil informasi wawancara yang didapat, bisa 

diketahui bahwa tidak ada implikasi yang pasti dari keharusan nikah 

siri dalam peminangan ini. Akan tetapi dari hasil kejadian yang 

pernah terjadi itu, keluarga Bani Yasin beranggapan bahwa apabila 

tidak nikah siri ketika peminangan, maka hubungan mereka tidak 

harmonis. Mereka tidak menyakini hal tersebut pasti terjadi, akan 

tetapi ketika tidak melakukan nikah siri, mereka noraen (menandai) 

bahwa ketidakharmonisan akan terjadi. Mereka beranggapan hal 

tersebut menjadi bukti nyata apabila tidak mengikuti adat 

kebiasaanya orang tua dulunya. Melakukan nikah siri ketika 

peminangan itu jauh lebih baik untuk menjaga keturunan mereka 

dari suatu hal yang dilarang oleh Agama. 
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BAB IV 

ANALISIS MAQA<SID AL-SHARI<’AH TERHADAP NIKAH SIRI SETELAH 

PEMINANGAN 

 

Syari’at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di 

akhirat dan hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hambanya,1 dapat 

dikatakan bahwa kandungan maqa<sid al-shari<’ah atau tujuan hukum yaitu untuk 

sebuah kemaslahatan umat manusia. 

Dalam menetapkan sebuah hukum dapat dilihat dengan pendekatan tujuan 

hukum. Dalam kalangan ushul fiqh, tujuan hukum bisa disebut dengan maqa<sid 

al-shari<’ah, yaitu tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum bisa 

diperoleh dari penelusuran terhadap Al-Quran dan Al-Hadits. Ulama ushul fiqh 

berkesimpulan bahwa tujuan syariat yaitu untuk kemaslahatan umat manusia (al-

mas{lah{ah).2 

Dalam agama Islam, tidak ada yang namanya nikah siri bahkan dalam 

meminang seorang perempuan tidak ada syarat untuk menikahinya. Begitu juga 

dengan aturan yang ada di Indonesia peminangan dilakukan dengan cara meminta 

seorang perempuan tanpa menikahinya atau menikah secara siri, bahkan menikah 

siri itu tidak diperbolehkan oleh Indonesia karena akan berdampak pada anak dan 

si wanita yang dinikahkan. Sehingga dari sini, penulis menganalisis adat tersebut 

dengan perspektif maqa<sid al-shari<’ah yang bertujuan agar menjawab tentang 

 
1 Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 

1996). 64 
2 Ibid 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 
 

 
 

adanya nikah siri yang dilakukan setelah peminangan di Bani Yasin Kelurahan 

Mlajah Bangkalan. 

Dalam Indonesia, pengertian perkawinan terdapat di Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 2 dan 3. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan gha>li>z}an untuk mentaati perintah 

Allah dan malaksanakannya merupakan ibadah.3 

A. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Nikah Siri Setelah 

Peminangan Di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan. 

Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan berbeda dengan 

biasanya yang terjadi di masyarakat umumnya. Pasalnya, peminangan di 

Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan mengharuskan untuk melakukan 

nikah siri setelah peminangan. Nikah siri disini nikah yang dilakukan secara 

sah agama, akan tetapi statusnya bukanlah sebuah suami istri melainkan 

masih berstatus calon suami dan calon istri. Meskipun sudah melakukan 

nikah siri, kedua pasangan tersebut tidaklah diperbolehkan untuk tinggal 

satu rumah, karena nikah disini dilakukan untuk menjaga keturunan keluarga 

ketika dibawa oleh calon suami atau calon istri ke rumahnya. 

Masyarakat Kelurahan Mlajah bisa dikatakan tergolong masih 

melestarikan adat istiadat pendahulunya. Khususnya bagi Bani Yasin yang 

masih melestarikan tradisi para pendahulunya. Salah satunya yang masih 

dilestarikan hingga saat ini adalah nikah siri dalam tradisi peminangan. 

 
3 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia. (Jakarta: Akademika Presindo. 

2010) 
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Nikah siri. Tradisi ini merupakan warisan turun termurun dari 

pendahulunyaa dan masih konsisten sampai saat ini. 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Mat Lihan selaku Lurah di 

Kelurahan Mlajah. Bahwa di Bani Yasin itu hampir semuanya melestarikan 

budaya leluhurnya dan tidak diketahui sejak kapan awal mulanya tradisi itu, 

namun sudah sejak dulu bani yasin seperti itu dan ada sampai saat ini tetap 

dilestarikan oleh keturunannya mbah dofir. 

Konstruksi maqa<sid al-shari<ah menurut al-Syatibi dalam bukunya Asafri 

Jaya Bakri yaitu ada 5 macam: 

1. Menjaga Agama (Hifz{ al-Di<n) 

2. Menjaga Jiwa (Hifz{ an-nas) 

3. Menjaga Akal (Hifz{ al-‘aql) 

4. Menjaga Keturunan (Hifz{ nasb) 

5. Menjaga Harta (Hifz{ al-ma<l) 

Faktor yang melatarbelakangi Nikah siri setelah peminangan ini 

merupakan sebuah adat yang dilestarikan oleh Bani Yasin. Dalam 

menentukan baik dan buruk tidak harus menunggu nas{s{ cukup dengan akal. 

Sebab dalam adat, mas{lah{ah adalah dalil yang kuat dan independen. 

Disamping itu, tidak ada pertentangan antara nas{s{ dan ijma’ dengan 

adanya sebuah nikah siri setelah peminangan, dikarenakan hal tersebut 

merupakan hasil dari Bani Yasin itu sendiri. Dalam hal nikah siri setelah 

peminangan tersebut, tujuan dari dilakukannya nikah siri seperti yang 

disampaikan oleh narasumber yaitu untuk menjaga keluarga dan 
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keturunannya serta menjaga agar tidak terjadi fitnah terhadap keluarga dan 

keturunannya.  

Secara akal sehat, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang baik 

karena melakukan sesuatu bukan dengan muhrim adalah suatu yang tidak 

tepat dan tidak etis lebih-lebih dalam konteks peminangan. Dalam Islam 

berjalan atau berduaan dengan bukan muhrim merupakan suatu yang 

dilarang. 

Bila dicermati, hal demikian bukanlah suatu hal tanpa sebab. Kebiasaan 

Bani Yasin dalam melakukan nikah siri setelah peminangan mengandung 

unsur bahwa menjaga atau mencegah lebih baik daripada mengobati. 

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut hemat penulis bila ditinjau dari 

faktor yang melatarbelakangi adanya nikah siri setelah peminangan 

merupakan sebuah mas{lah{ah yang boleh dilakukan dan tidak bertentangan 

dengan shara, dan secara akal hal tersebut adalah baik. 

B. Analisis Maqa<sid Al-Shari<ah Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan Di 

Bani Yasin Kelurahan Mlajah. 

Ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah Swt mengenai peminangan, 

didalamnya mengandung unsur maksud dan tujuan (maqa<sid al-shari<’ah) 

untuk kemaslahatan umat manusia, menjaga dan melindungi manusia. Al-

Syatibi membagi maqa<sid al-shari<’ah menjadi 3 bagian, yaitu dlarûriyyah, 

hâjiyyah, dan tahsîniyyah. Maqâshid As-Syarî’ah dlarûriyyah merupakan 
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tentang sebuah pemeliharaan, pemeliharaan disini meliputi agama (dîn), jiwa 

(nafs), akal (’aql), keturunan (nasab), dan harta (mâl).4 

Peminangan yang dilakukan di Bani Yasin ini mengharuskannya nikah 

siri sebagai bentuk kehati-hatiannya dalam menjaga keturunanya sebelum 

melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA). Nikah siri dalam pandangan masyarakat Indonesia terbagi menjadi 2 

macam pengertian. Pertama, nikah siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh 

wali dan dua orang saksi, tetapi kedua saksi tersebut dilarang 

memberitahukannya kepada khalayak umum. Kedua, nikah siri adalah 

pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil 

serta ada ijab qabulnya, akan tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan 

Agama (KUA) selaku instansi pencatatan pernikahan.5 

Nikah siri yang dilakukan oleh Bani Yasin setelah pelaksanakan 

peminangan, merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak 

diberitahukan kepada khalayak umum, hanya saja keluarga dan tetangga 

terdekat, serta perangkat Kelurahan Mlajah Bangkalan. Tidak adanya 

pertentangan antara nass dan ijma’ tentang adanya pernikahan saat 

peminangan, karena prosesi disini merupakan hasil dari adat local keluarga 

secara turun menurun. 

Pendapat yang diutarakan oleh narasumber mengenai pernikahan, dalam 

hal ini mengutarakan bahwa pernikahan disini dilakukan sebagai syarat 

 
4 Muh Daud Ali. Hukum islam. (Raja Grafindo: Jakarta. 1996) 53 
5 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996). 

12 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 
 

 
 

peminangan, agar menjaga keturunan keluarga selama pertunangan serta 

menjaga nama baik keluarga ketika mereka berduaan tanpa didampingi orang 

tua. Akan tetapi mereka belum bisa dikatakan sah suami istri meskipun 

sudah dinikahkan sebelum mereka tercatat di Kantor Urusan Agama. Sebab 

tidak etis jika keluarga Bani Yasin memiliki keturunan yang mendekat 

dengan yang namanya perzinaan. 

Dalam Islam sendiri terdapat ayat tentang menjaga keturunan dalam hal 

perjodohan. Terdapat dalam surat at-Tahrim ayat 6: 

هَاامَلََئِكَةاٌ اغِلََظٌايَاأيَ ُّهَااالَّذِينَاآمَنُوااقُوااأنَْ فُسَكُمْاوَأهَْلِيكُمْانََراااوَقُودُهَااالنَّاسُاوَالِْْجَارةَُاعَلَي ْ
 شِدَادٌالًَايَ عْصُونَااللَََّّامَااأمََرَهُمْاوَيَ فْعَلُونَامَاايُ ؤْمَرُوناَ

”Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari 

api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”6 

Hal tersebut mengandung makna bahwa kita seorang manusia untuk 

selalu menjaga keturunan agar terhindar dari api neraka, karena anak 

khususnya anak perempuan merupakan surge dan negara bagi ayah dan 

ibunya. Sehingga orang tua disini wajib untuk menjaga keturunan anak-

anaknya. 

Selain tentang nass yang menganjuerkan untuk menjaga keturunan, 

terdapat pula nass yang mengatur tentang sebuah pernikahan. Ayat tersebut 

terdapat pada surah An-Nur ayat 32: 

 
6 Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 

2013). 560 
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الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ وَأنَْكِحُوا الْْيََامَى   ُ مِنْ  إِنْ  مِنْكُمْ وَالصَّ يَكُونوُا فقَُرَاءَ يغُْنِهِمُ اللََّّ

 فضَْلِهِ 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaku 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 

akan memampukan mereka dengan karunia Nya.”7 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang atau laki-laki yang 

belum menikah atau tidak beristri atau wanita yang belum bersuami, 

dihantui agar segera menikah dan janganlah beranggapan bahwa apabila 

menikah hidupnya dapat menjadi miskin karena banyaknya tanggungan. Hal 

tersebut tidak benar, dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah 

akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga 

dirinya. Apabila seseorang tidak mampu untuk menikah, hendaknya ia 

menjaga kesucian dirinya dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat 

menyucikan dirinya. 

Dari 2 (dua) ayat diatas kita ambil hikmahnya bahwa setiap manusia 

dianjutkan untuk menikah untuk menjaga keturunannya. Ini adalah bentuk 

nyata dan jelas bahwa dalam Islam juga memerintahkan setiap manusia 

untuk menikah dan menjaga keturunannya. 

Selanjutnya, dalam Bani Yasin yang melakukan nikah siri pada saat 

peminangan merupakan bentuk untuk menjaga keturunannya selama proses 

menuju pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan 

selama proses tersebut kedua pasangan laki-laki dan perempuan dilarang 

 
7 Ibid. 354 
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tinggal satu atap meskipun sudah dinikah sirikan pada saat peminangan, dan 

status mereka masih tetap sebagai calon suami dan calon istri. 

Ditinjau dari segi Maqa<sid Al-Shari<’ah, nikah siri yang dilakukan oleh 

Bani Yasin bertujuan sebagai alat untuk menghindari tuduhan tetangga dan 

atau fitnah tentang ucapan negatif dari tetangga sekitar, tidak bertolak 

belakang dengan adanya tujuan syariat untuk menjaga keturunan. Adanya 

sebuah pernikahan, menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu bertujuan 

utama dari adanya sebuah pernikahan didalam Kompilasi Hukum Islam 

adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. 

Zakiyah Darajat dalam bukunya Tiham dan Sohari Sahrani 

menyampaikan bahwa tujuan dalam melangsungkan perkawinan ada lima, 

yakni:8 

1. Melangsungkan keturunan. 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya kepada manusia. 

3. Menyempurnakan separuh agamanya, dan memelihara diri dari 

kerusakan. 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

dan kewajiban. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram 

atas dasar cinta dan kasih sayang. 

 
8 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2010) 7 
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Dari pemaparan diatas, menurut hemat penulis dalam pespektif maqa<sid 

al-shari<’ah, adanya nikah siri setelah peminangan di Bani Yasin Kelurahan 

Bangkalan merupakan sebuah tujuan yang boleh dilakukan dan tidak 

bertentangan dengan syara’ serta dibenarkan secara akal dan tujuan bahwa 

hal tersrebut adalah perbuatan baik, yang mana hal tersebut menjaga sesuatu 

yang diperintahkan oleh agama Islam dan menjauhi apa yang dilarang oleh 

agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Analisis maqa<sid al-shari<’ah terhadap Nikah siri setelah peminangan di 

Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nikah siri setelah peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah 

Bangkalan adalah sebuah adat yang dilakukan oleh Bani Yasin setelah 

proses peminangan. Nikah sirri yang dilakukan adalah nikah yang sah 

secara ajaran Islam meski tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) karena menikah dengan syarat dan rukun sesuai syari’at Islam. 

Nikah tersebut dilakukan sebagai bentuk menjaga keturunan keluarga 

serta nama baik keluarga selama proses peminangan sampai menuju 

pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam 

prakteknya, nikah siri ini dilatarbelakangi oleh faktor kehati-hatiannya 

keluarga terhadap putra-putrinya selama menjadi pinangan orang lain.  

2. Berdasarkan dari hasil analisis maqa<sid al-shari<’ah terhadap nikah siri 

setelah peminangan di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan. Dapat 

disimpulkan bahwa nikah siri di Bani Yasin Kelurahan Mlajah pada saat 

setelah peminangan adalah sebuah adat yang diperbolehkan dan 

dianggap sebagai perbuatan baik dalam menjaga keturunannya dari 

perbuatan zina. Hal tersebut berdasarkan dua faktor, yaitu: faktor yang 

membelakanginya serta faktor dari akibat dari nikah siri tersebut. 
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B. Saran 

1. Sesepuh Bani Yasin selaku orang yang tuakan sangatlah dibutuhkan 

kehadirannya dalam peranannya menyikapi segala kejadian dan 

bimbingan terhadap apa yang ada didalam Bani Yasin, agar apa yang 

sudah menjadi kebiasan tidak ada indikator menyalahgunakannya 

sebagai pelepas penghalang yang seharusnya menjadi larangan selama 

meminang. Setelah terjadi pernikahan yang sah sesuai syarat dan rukun 

nikah dalam Islam, maka kedua pasangan tersebut sudah sah secara 

agama dan dianggap sebagai suami istri yang sah sehingga hak dan 

kewajiban suami istri tersebut harus dipenuhi. 

2. Penelitian yang penulis lakukan ini masih perlu adanya pembahuran 

dalam teori, karena teori-teori selalu berkembang mengikuti jaman saat 

yang selalu berkembang. Dalam hal itu, peneliti menerima saran dan 

kritik yang membangun dari pembaca agar penelitian ini menjadi sebuah 

pengetahuan yang lebih baik lagi. Khususnya mengenai nikah siri 

sebagai syarat peminangan. 
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